ABSTRAK

Pembatalan perkawinan berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang artinya perkawinan tersebut
sudah terjadi atau sudah dilangsungkan, lalu setelah terjadinya perkawinan tersebut
ditemukannya syarat-syarat yang tidak memenuhi dalam melangsungkan perkawinan
tersebut atau terdapatnya suatu ancaman ataupun salah sangka pada diri suami atau istri
yang pada akhirnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan adanya putusan
Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan
perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa dan perspektif hukum terkait
pengampuan istri sebelum dan setelah pembatalan perkawinan. Penelitian ini,
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi
penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan perkara, jurnal
hukum dan wawancara terhadap hakim yang terkait permasalahan yang penulis teliti.

Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan
perkawinan  karena istri  mengalami  gangguan jiwa pada perkara
1038/Pdt.G/2022/PA.Smg berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa pembatalan perkawinan terhitung sejak keputusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya
perkawinan. Bahwa sejak itu perkawinan yang dulu pernah ada akan dianggap suami
istri tersebut tidak pernah melangsungkan perkawinan tersebut atau perkawinan
tersebut sudah tidak lagi sah dalam hukum. Harta bersama yang ada dalam perkawinan
tersebut akan kembali masing-masing pihak yaitu suami dan istri. Dalam perkawinan
tersebut telah melanggar Pasal 433 KUH Perdata istri diketahui belum ada pengampuan
dari sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan, oleh karena itu setelah terjadinya
pembatalan perkawinan dapat mengajukan permohonan pengampuan bahwasanya
pengampuan merupakan hal yang penting guna melindungi hak yang dimiliki oleh si
terampu terutama dalam melakukan perbuatan hukum nantinya.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan,
Pengampuan.
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